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Abstrak
 

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

adalah Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas

yang juga dikenal sebagai asas presumption of innocence ini adalah paham yang menyatakan bahwa seorang

tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa terdakwa tersebut memang bersalah.

 

Berkaitan dengan asas tersebut; KUHAP juga menjamin adanya asas perlindungan terhadap tersangka dari

tindakan penyidik yang sewenang-wenang dalam menjalankan upaya paksa; secara khusus masalah

penangkapan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan

PRAPERADILAN. Praperadilan harus memastikan bahwa penangkapan yang dilakukan sudah sesuai

dengan syarat dan tata cara penangkapan yang diatur didalam KUHAP. Ketentuan Pasal 1 butir 20 dan Pasal

17 KUHAP memberikan gambaran bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka suatu tindak

pidana tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penyidik. Skripsi ini akan membahas mengenai

ketentuan syarat dan tata cara penangkapan, proses pemeriksaan praperadilan terhadap syarat dan tata cara

penangkapan tersebut, serta penerapannya di dalam sebuah putusan praperadilan.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian

kepustakaan yang mengaitkan permasalahan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai syarat penangkapan belum

dirumuskan secara tegas oleh KUHAP dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Proses pemeriksaan

praperadilan cenderung menggunakan mekanisme keperdataan yang sangat rigid secara formil namun

kurang dalam mencari kebenaran materiil. Implikasi proses pemeriksaan yang demikian terlihat juga pada

putusan praperadilan yang lebih banyak menekankan pertimbangannya pada ketentuan-ketentuan yang

bersifat formil.
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